
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N R O T E NDAO 

P E R A T U R A N D A E R A H 
K A B U P A T E N R O T E NDAO 

' NOMOR 3 TAHUN 2005 

• TENTANG 

KEDUDUKAN P R O T O K O L E R DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA 
OEVVAN PERVVAKILAN R A K Y A T DAERAH 

K A B U P A T E N R O T E NDAO 

D E N G A N R A H M A T T U H A N Y A N G MAHA E S A 

B U P A T I R O T E NDAO, 

Menimbang : a. bahwa dalam menghadapi perubahan paradigma penyelenggaraan 
pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah yang luas, nyala dan 
bertanggung jawab secara proporsional. perlu adanya pengaturan yang 
jelas terhadap kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan 
anggota Dewan Perwakiian Rakyat Dacrah (DPRD) sebagai perwujudan 
prinsip-prinsip demokrasi; 

b. bahwa dengan ditetapkannya Pcraturan Pemeriniah Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakiian Rakyat Daerah ( DPRD ), maka dipandang 
pcrlu dilakukan penyesuaian terhadap kedudukan keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Peruakilan Rakyat Daerah { DPRD ) Kabupaten 
Rote Ndao; 

c. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dan b, perlu membentuk Peraturan Daeral: tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakiian 
Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao. 

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah -
daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 

• ! (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 

2. j Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol ( Lembaran 
* Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363 ) ; 
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 

yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Neopotisme 
( L(;mbaran Negara Repubiik Indonesia TalTun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ; 

4. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupatcn Role Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur ( Lembaran 
Negara RepubHk Indonesia Tahun 2002 Nomof 22, Tambalian 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184 ); 

5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 
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6. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 lentang Susunan dan 
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyal, Dcwan Perwakiian 
Rakyat, Dewan Perwakiian Daerah dan Dewan Perwakiian Rakyat 
Daerah ( Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310 ); 

7. Undang - Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

8. Undang ~ Undang Nomor lOTaliun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang - Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4389 ) ; 

9. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
{ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); 

10. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan 
Keprolokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata 
Penghormatan ( Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 
54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi 
( Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 
Pertangungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4022 ); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4090 ) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakiian 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 ) . 

Dengan Persetujuan Bersama 

D E W A N P E R W A K I L A N . R A K Y A T D A E R A H K A B U P A T E N R O T E NDAO 

, dan 

. B U P A T I ROTE NDAO 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan P E R A T U R A N D A E R A H TENTANG K E D U D U K A N PROTOKOLER DAN 
K E U A N G A N PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN P E R W A K I L A N 
R A K Y A T D A E R A H K A B U P A T E N R O T E NDAO. 



I . i B A B I 

K E T E N T U A N UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraluran Daerah Ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao; 
3. Bupati adalah Bupaii Rote Ndao; 
4. Dewan Perwakiian Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 

Perwakiian Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao; 
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Waki l -waki l Kelua; 
6. Anggota DPRD adalali mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota 

DPRD dan telah mengucapkan sumpah / janji berdasarkan ketentuan Perundang -
Undangan; 

7. Sekretariat D P I ^ adalali perangkat yang membantu DPRD dalam menyelengggarakan 
tugas dan Kewenangannya; 

8. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD 
dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggun^awab kepada 
Pimpinan DPRD; 

9. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk 
mendapalkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau 
pertemuan resmi; 

10. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang 
melipuli aturan mengenai tata tempat, tata upacara. dan tata penghormatan sehubungan 
dengan penghonnatan kepada seseorang sesuai dengan Jabatan dan / Kedudukannya 
dalam Negara, Pemerintahan, atau Masyarakat; 

11. Acara Resmi adaiah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh 
Pemerintah Daerah atau Lcmbaga Perwakiian Dacrah dalam melaksanakan tugas dan 
fungsi tertentu dihadiri oleh Pejabal Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah 
Daerah serta Undangan lainnya; 

12. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan 
acara resmi; 

13. Tata tempat adalali aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat 
Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara 
Kenegaraan atau Acara Resmi; 

14. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat 
Negara, Pejabac Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat tertentu 
dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi; 

15. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan 
Anggota DPRD sehubungan dengan Kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota 
DPRD; 

16. Uang Paket adalah' Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota 
DPRD dalam menghadiri dan menggikuti rapat - rapat dinas; 

17. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan 
Anggota DPIUD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota 
DPRD; 

18. Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang dibcrikan setiap bulan kepada 
Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan Kedudukannya sebagai Ketua atau 
Wakil Ketua, alau Sekretaris, atau anggota Panitia Musyawarah, atau Komisi, atau 
Badan Kehormatan, atau Panitia Anggaran, atau Alat Kelengkapan lainnya; 

19. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan 
Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaaan kesehatan dan {^engobatan, rumah 
jabatan dim perlengkapanya / rumah dinas, kendaraan dinas jabatan , pakaian dinas uang 
duka, watat / tewas dan bantuan biaya pengurusan jenasah; 
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20. Uang Jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota 
DPRX), atas Jasa Pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan 
Honnat; 

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana 
keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang tlisetujui oleh Dewan Perwakiian Rakyat 
Daerah dan diletapkan deugan Peraturan Daerah; 

22. Pejabat Pemcrintah adalah Pejabat Pemeriniah Pusat yang diberi lugas dibidangnya 
sesuai dcngun Perundang ~ undangan; 

23. Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat daerah otonom yang diberi tugas tertentu 
dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan; 

24. Instansi Vertikal adalah Perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non 
Departemen di Daerah. 

B A B 11 

K E D U D U K A N PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 

Bagian Pcrtama 
Acara Resmi 

I [ Pasal 2 

( 1 ) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Prolokoler dalam Acara Resmi. 
( 2 ) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1 ) meliputi : 

a. Acara Resmi Pemerintah yang diselengarakan di Daerah; 
b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah; 
c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintali. 

Bagian Kcdua 
Tata Tcmpat 

Pasai 3 

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Acara Resmi yang diadakan di Ibukota 
Kabupaten sebagai berikut : 
a. Ketua DPRD disebelah kiri Bupati; 
b. Wakii - wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah Pejabat Instansi 

Vertikal lainya; 
c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang 

setingkat Asisten Sckretaris Dacrah dan Kcpala Dinas / Badan dan Satuan Keija 
Daerah lainnya. 

Pasal 4 

Tata Tempat dalam rapat - rapat DPRD sebagai berikut : 
a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil - Wakil Kelua DPRD; 
b. Bupati dan Wakil Bupati di tempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD; 
c. Wakil - wakil Ketua duduk disebclah kiri Ketua DPRD; 
d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota; 
e. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan sesuai dengan Kondisi Ruang Rapat. 

Pasal 5 

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sunipah / Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil 
Bupati sebagai berikul : 



a. Ketua DPRD di subelali kiri Pejabat yang akan mengambil Siunpali / Janji dan 
Melantik Bupati dan Wakil Bupati; 

b. Wakil - waki! Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD; 
c. Anggota DPRD nienduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota; 
d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk disebelah kanan Pejabat yang akan 

mengambil Sumpah / Janji dan melantik Bupati dan wakil Bupati; 
e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk disebelali kiri Wakil - wakil 

Ketua DPRD; 
f. Sekretaris DPRD, Peninjau, dan Undangan sesuai dengan kondisi mang rapat; 
g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk discbelah kiri Wakil -

wakil Ketua DPRD; 
h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk disebclah kanan Pejabat yang 

mengambil Sumpah / Janji dan melanlik Bupati dan Wakil Bupatt. 

Tata tempat dalam acara Pengucapan Simipah / Janji Anggota DPRD meliputi : 
a. Pimpinan DPRD duduk di scbelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau 

Pejabat yang di tunjuk duduk di sebelah kanan Bupati; 
b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah / Janji, duduk di tempat yang teiah 

disediakan; 
c. Setelah pengucapan Sumpah / Janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri 

Bupati; 
d. Pimpinan DPRD yang iama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk 

duduk ditempat yang telah disediakan; 
e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD; 
f. Para Undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; 
g. Pers / Kru T V / R a d i o disediakan lempat tersendiri. 

Pasal 7 

Tata lempat dalam Acara Pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil -
wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut : 
a. Pimpinan Semenlara DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupaii; 
b. Pimpinan Semenlara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri; 
c. Setelah Pelantikan Ketua DPRD Duduk di sebelah kiri Bupati dan wakil Bupati, 

Wakil - wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD; 
d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat 

yang telali disediakan. 

Bagian Kctiga 
Tata Upacara 

Pasal 8 

( 1 ) Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara 
bendera. 

( 2 ) Untuk keseragaman, kelancaran. ketertiban dan kekliidmatan jalannya acara resmi 
diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - Undangan 
yang berlaku. 
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Bagian Keempat 
i ^ Tata Penghormalan 

Pasal 9 

( 1 ) Pimpinan dan Anggota DPRD mcndapal penghormatan sesuai dengan penghormatan 
yang diberikan kepada Pejabat Pemerintali. 

( 2 ) Penghonnatan sebagainiana dimaksud pada ayal ( 1 ) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku. 

B A B I I I 

B E L A N J A PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 

Bagian Pertama 

Penghasilan 

Pasal 10 

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari : 

a. Uang Representasi; 
b. Uang Paket; 
c. Tunjangan Jabatan; 
d. Tunjangan Panitia Musyawarah; 
e. Timjangan Komisi; 
f. Tunjangan Panilia Anggaran; 
g. Tunjangan Badan kehormatan; 
h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya. 

Pasal 11 

( 1 ) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi. 
( 2 ) Uang Represenlasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati yang ditetapkan 

Pemerintah. 
( 3 ) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD Kabupaten sebesar 80 % ( dclapan puluh per 

seraius ) dari Uang Representasi Ketua DPRD. 
( 4 ) Uang Representasi Anggota DPRD Kabupaten sebesar 75 % ( Tujuh Puluh Lima 

Perseratus) dari. Uang Representasi Ketua DPRD. 
( 5 ) Selain Uang Represenatsi yimg diberikan sebagimana dimaksud pada ayat ( 1 ) juga 

diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang besarnya sama dengan ketentuan 
yang berlaku pada Pengawai Negeri Sipil. 

Pasal 12 

( 1 ) Pimpinan dan Anggota DPRD diberi Uang paket. 
( 2 ) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) sebesar 10 % ( sepuluh perseratus) 

dari Uang Representasi yang bersangkutan. 

Pasal 13 

( 1 ) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan. 
( 2 ) Tunjangan Jabaian sebagimana dimaksud pada ayat ( 1 ) sebesar 145 % ( seratus empat 

pululi lima perseratus) dari masing - masing uang representasi. 
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Pasal 14 

( 1 ) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi 
atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormaian atau Alat Kelengkapan lainnya yang 
diperlukan diberikan tunjangan sebagai berikut ; 

a. Panitia Musyawarah : 
1. Ketua Panilia Musyawarah Sebesar 7.5 % ( tujuh setengah perseratus ) dari 

Tunjangan Jabatan Kelua DPRD; 
2. Wakil Ketua Panilia Musyawarah sebesar 5 % ( lima perseratus ) dari Tunjangan 

Jabatan Ketua DPRD; 
3. Sekretaris Panitia Musyawarah Sebesar 4 % ( empal perseratus ) dari Tunjangan 

Jabatan Ketua DPRD; 
4. Anggota Panitia Musyawarah Sebesar 3 % ( tiga perseraixis ) dari Tunjangan Jabatan 

Ketua DPRD. 

b. Komisi : 
1. Ketua Komisi sebesar 7,5 % (tujuh sctcngah pcrseratus ) dari Tunjangan Jabatan 

Ketua DPRD; 
2. Wakil - wakil Komisi sebesar 5 % (l ima perseratus ) dari Tunjangan Jabatan Ketua 

DPRD; 
3. Sekrelaris Komisi sebesar 4 % ( empat perscralus ) dari Tunjangan Jabatan Ketua 

DPRD; 
4. Anggota Komisi sebesar 3 % (tiga perseratus ) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD. 

c. Panitia Anggaran : 
1. Ketua Panitia Anggaran sebesar 7 ,5% (tujuh setengah perseratus ) dari Tunjangan 

Jabatan Ketua DPRD; 
2. Wakil Panitia Anggaran sebesar 5 % ( lima perseratus ) dari Tunjangan Jabatan 

Ketua DPRD; 
3. Sekretaris Panilia Anggaran sebesar 4 % ( empal perseratus ) dari Tunjangan Jabataii 

Kema DPRD; 
4. Anggola Panitia Anggaran Sebesar 3 % ( liga perseratus ) dari Tunjangan Jabatan 

Ketua DPRD 

d. Badan Kchormatan : 
1. Ketua Badan Kehormatan sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus ) dari Tunjangan 

Jabatan Ketua DPRD; 
2. Wakil Badan Kehormatan sebesar 5 % ( lima perseratus ) dari Tunjangan Jabatan 

Ketua DPRD; 
3. Sekretaris Badan Kchormatan sebesar 4 % ( empal perseratus ) dari Tunjangan Jabatan 

Ketua DPRD; 
4. Anggota Badan Kehormatan sebesar 3 % ( tiga perseratus ) dari Tunjangan Jabatan 

Ketua D P I ^ . 

e. Panitia Lcgislasi 
1. Ketua Panitia Le^gislasi sebesar 7,5 % (tujuh selengah perseratus ) dari Tunjangan 

Jabatan Ketua DPRD; 
2 . Wakil Panitia Legislasi sebesar 5 % (l ima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua 

DPRD; 
3. Sekretaris Panitia Legislasi sebesar 4 % ( empat perseratus ) dari Tunjangan Jabatan 

Ketua DPRD; 
4. Anggota Panitia Legislasi sebesar 3 % (tiga perseratus ) dari Tunjangan Jabatan Ketua 

DPRD. «• 
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( 2 ) Tunjangaii Badan Kchormatan Unsur Luar DPRD yang duduk dalam Badan 
Kehormatan di berikan lunjangan sebagai berikut: 
a. Ketua Paling tinggi 50 % ( lima puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua 

DPRD; 
b. Wakil Ketua 45 % ( empat puluh lima perseratus ) dari Tunjangan Jabatau Ketua 

DPRD; 
c. Anggota Paling tinggi 40 % { empat puluh perseratus ) dari Tunjangan Jabatan 

Ketua DPRD. 

Pasal 15 

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan 
Peraluran Perundang - Undangan yang berlaku. 

Bagian Kedua 
Tunjangan Kescjahteraan 

Pasal 16 

t 
( 1 ) Pimpinan dan Anggola DPRD beserta kcluarganya diberikan lunjangan pemeliharaan 

keschatan dan pcngobalan. 
( 2 ) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan 

pengobalan yaitu suami, atau istri beserta 2 (dua) orang anak. 
( 3 ) Tunjangan Kesehatan dan Penggobatan sebagimana dimaksud pada ayat ( 1 ) 

diberikan dalam bentuk pembayaran Premi kepada Lembaga Ansuransi Kesehatan 
yang ditimjuk oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal 17 

( 1 ) Pimpinan Di^RD disediakan masing - masing 1 ( satu ) Rumah Jabatan beserta 
perlengkapannya dan 1 ( satu ) unit kendaraan Dinas Jabatan. 

( 2 ) Belanja Pemeliharaan Rumah Jabaian beserta Perlengkapannya dan Kendaraan Dinas 
Jabatan dibebankan pada APBD. 

( 3 ) Penyediaan Rumah Jabatan berserta Perlengkapannya dan Kendaraan Dinas Jabatan 
Pimpinan DPRD berpedoman pada Standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

{ 4 ) Pada saal penyerahan pemakaian Rumah Jabatan beserta perlengkapannya serta 1 
( satu ) unit ' Kendaraan Dinas Jabatan. dituangkan dalam ikatan perjanjian antara 
Pemerintah Dacrah dengan Pimpinan DPRD. 

( 5 ) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti alau berakhir masa baktinya, wajib 
mengembalikan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan Kendaraan Dinas dalam 
keadaan baik. kepada Pemerintah Daerah paling lambat I ( satu ) bulan sejak tanggal 
pembcrheniian. 

Pasal 18 

( 1 ) Anggota DPRD dapat disediakan masing - masing 1 { satu ) rumah dinas beserta 
perlengkapannya. 

( 2 ) Belanja pemeliharaan Rumah Dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD; 
{ 3 ) Penyediaan Rumah Dinas Anggota DPRD bescrta perlengkapannya berpedoman pada 

standar yang dilelapkan dengan Keputusan Bupati. 
( 4 ) Penyerahan pemakaian Rumah Dinas beserta perlengkapannya, dituangkan dalani 

ikalan perjanjian antiu^a Pemeriniah Daerah dengan yang bersangkutan. 
( 5 ) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib 

mengembalikan Rumah Dinas beserta perelengkapannya dalar.i kcAdaan baik kepada 
Pemerintah Daerah paling lambat 1 ( satu ) bulan sejak tanggal pemberhentian. 
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Pasal 19 

Rumah jabatan Pimpinan OPRD, Rumah Dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan 
kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau 
dipindahtangankan atau diubah ( struktur ) Bangunan dan Status Hukumnya. 

Pasal 20 

( 1 ) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan 
atau iTjmah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberi tunjangan 
perumalian . 

( 2 ) Tunjangan Perumahan dan Fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) 
berupa uang sewa rumah yang besamya disesuaikan dengan standar harga setempat 
yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 21 

( 1 ) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas berserta atributnya berupa : 
a. Pakaian Sipil Marian ( PSH ) disediakan 2 (dua ) Pasang dalam I (satu ) tahun; 
b. Pakaian Sipil Resmi ( PSR ) disediakan I ( satu ) Pasang dalam I ( satu ) tahim; 
c. Pakaian Sipil Lengkap ( PSL ) disediakan 1 (satu ) Pasang dalam 5 ( l ima ) tahun. 

( 2 ) Penetapan Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati, 

Pasal 22 

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada alili warisnya diberikan : 

a. Uang duka wafat sebesar 2 ( dua ) kali Uang rcpresentasi atau apabila meninggal 
dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 ( enam kali ) 
uang representasi; 

b. Bantuan Biaya Pengurusan Jenazah. 

i i 
J ; Bagian Kctiga 
J j ; Uang Jasa Pengabdian 

' ' Pasal 23 

( 1 ) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya 
diberikan uang jasa pengabdian. 

( 2 ) Besarnya uang jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) disesuaikan 
dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan ; 
a. Masa Bakti kurang dari satu tahun diberikan uang jasa pengabdian I (satu) bulan 

uang representasi; 
b. Masa bakti sampai dengan 1 ( satu ) taliun diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) 

bulan uang rcprcsentasi; 
c. Masa bakti sampai dengan 2 ( dua ) tahun diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) 

bulan uang rcprescntasi; 
d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga ) lahun diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) 

bulan uang reprcsentasi; 
c. Masa bakti sampai dengan 4 ( empat ) tahun diberikan uang jasa pengabdian 4 

(empat) bulan uang representasi; 
f. Masa bakti sampai dengan 5 ( lima ) tahim diberikan uang jasa pengabdian 

setinggi - tingginya 6 ( enam ) bulan uang rcprcsentasi; ^ 
( 3 ) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD nieninggal dunia uang jasa pengabdian 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) diberikan kepada ahli warisnya; 



( 4 ) Pembayaraan uang jasa pengabdian dilai^ukan setelah yang bersangkutan dinyatakan 
diberhentikan secara hormal sesuai dengan kelcnluan peraturan Pcrundang - Undangan 
yang berlaku. 

f : B A B IV 

B E L A N J A PENUNJANG K E G I A T A N DPRD 

Pasal 24 

( 1 ) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk niendukung kegiatan kelancaran tugas, 
fungsi dan wewenang DPRD. 

( 2 ) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disusun berdasarkan 
Rencana kcrja yang diletapkan Pimpinan DPRD. 

B A B V 

P E N G E L O L A A N KEUANGAN DPRD 

Pasal 25 

{ 1 ) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan 
Pimpinan dan Anggola DPRD,tunjangan kesejaliteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 
dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang difonnulasikan kedalam Rencana kerja 
dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD. 

( 2 ) Belanja Penghasilan IMmpinan dan Anggota DPRD scbagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 ) tersebut dalam ketentuan pasal 10 dianggarkan dalam Pos DPRD. 

( 3 ) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 ) dalam kclcnluan pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 
dan Pasal 23 serla Bclanja Penunjang Kegialan DPRD scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 ayat ( 2 ) dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam 
jenis belanja sebagai berikut : 
a. Bclanja Pegawai; 
b. Belanja Barang dan Jasa; 
c. Belanja Perja),anan Dinas; 
d. Belanja Pemeliharaan; 
e. Beianja Modal. 

( 4 ) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman 
pada kctentuan peraturan Pcrundang - Undangan yang berlaku. 

Pasal 26 

( 1 ) Bagi Pimpinan dan Anggola DPRD yang mengadakan perjalanan dinas, diberikan 
biaya Perjalanan Dinas. 

( 2 ) Perjalanan Dinas baik dalam Daerah maupun di luar Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 ) yang besarnya disesuaikan dengan standar biaya perjalanan dinas 
Pegawai Negeri Sipil Golongan IV yang diictapkan oleh Bupati. 

( 3 ) Ketentuan Administrasi biaya Perjalanan Dinas sebagaimana uimaksud pada ayat (2) 
Pa.sal ini disesuaikan dengan kctentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. 

Pasal 27 

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk 
tujuan lain di luar kctcnUian yang ditetapkan dalam Peraturan Daerifli ini dinyatakan 
melanggar Hukum. 
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I Pasal 28 

( 1 ) Anggaran Bclanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD; 
( 2 ) Penyusunan, Pclaksanaan Tata Usaha dan Pcrlanggung jawaban belanja DPRD 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) disamakan dengan Belanja Satuan Kerja 

Perangkai Daerah Lainnya. 

B A B V I I I 

KLTHNTUAN PLNUTUP 

Pasal 29 

Dalam hal terjadi permasalahan pelaksanaan Pcraturan Daerah ini, penyelasaiannya 
difasilitasi oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Wakil Pemerintah. 

Pasa! 30 

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut 
dengan Pcraturan Bupati sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya. 

Pasal 31 

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini. maka Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao 
Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakiian Rakyat Daerah 
Kabupaten Rote Ndao ( Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 002, • Tambahan Lembaran 
Daerah Nomor 007 ) dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 32 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada langgal diundangkan. 

Agar setiap orang mcngetahuinya, memcrintahkan Pcngundangan Pcraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao. 

i 
Diletapkan di Baa, 
pada tanggal^^5*\s 2005 

Diundangkan di Baa 
pada tanggai 31 Agustus 2005, 
PLT. S E K R E T A R I S DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO. 

S DOMIISCGUS W E L K I S 

.^LgMBARAN DAERAU KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2005 
NO]Vt)3R-003' SERI D NOMOR 001 
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P E N J E L A S A N 
A T A S 

P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N R O T E NDAO 
NOMOR 3 TAHUN 2005 

TENTANG 

KEDUDUKAN P R O T O K O L E R DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA 

I . PENJELASAN UMUM 

Baliwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota Dewan Perwakiian Rakyat Daerah, 

maka Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinaii dan Anggota Dewan Perwakiian 

Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao. perlu dilakukan penyesuaian. 

Bahwa Kedudukan Keuangan Ketua dan Pimpinan Anggota Dcwan Perwakiian Rakyat 

Daerah Kabupalen Rote Ndao disesuaikan dengan maksud disamping untuk melaksanakan 

amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tersebut. juga untuk meningkatkan 

Kincrja dan Profcsionalismc Anggota Dcwan Pcrwakilan Rakyat Daerah dalam 

memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mclakukan pengawasan Icrhadap jalannya roda 

Pemerintalian. Pembanguuan dan Pembinaan Kemasyrakatan di Daerah. 

Selanjutnya pengaturan dan penenluan besamya Kedudukan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakiian Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao hams tetap mengacu 

kepada kemampuan Keuangan Daerah sehingga tidak membebani masyarakat. 

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas. maka perlu menetapkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Rote Ndao tenlang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao. 

o r WAN PERWAKILAN R A K Y A T DAERAH 
KABUPATEN R O T E NDAO 

I I . PEN.TELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 Cukup Jelas 

Pasal 2 

Pasai 3 

Ayat (1) 

Ayat (2) 

Ciikup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Pasal 4 Cukup Jelas 

C'ukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Pasal 5 

Pasal 6 

Pasal 7 c. 

Pasal 8 

Ayat (1) ; Cukup Jelas 
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Ayat (2) 

Pasal 9 

' Ayat ( I ) 

Ayat (2) 

Pasal 10 

Pasal 11 

Ayat (1) 

Ayat (2) 

Ayat (3) 

Ayat (4) 

Ayat (5) 

Pasal 12 

Ayat (1) 

Ayat (2) 

Pasal 13 

Ayal (1) 

Ayat (2) 

Pasal 14 

Ayat (1) 

Ayat (2) 

Pasal 15 

Pasal 16 ' 

Ayat (1) 

Ayat (2) 

Ayat (3) 

Pasal 17 

Ayat (1) 

Ayat (2) 

Ayat "(3) 

Ayat (4) 

Ayat (5) 

Pasal 18 

Ayat (1) 

Ayat (2) 

• Ayat (3) 

Ayat (4) 

Ayal (5) 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 



Pasal 19 

Pasal 20 

Ayat (1) 

Ayat (2) 

Pasal 21 

Ayat (1) 

Ayat (2) 

Pasal 22 

Pasal 23 

Ayat (1) 

Ayat (2) 

Ayat (3) 

Ayat (4) 

Pasal 24 

Ayat (1) 

Ayal (2) 

Pasal 25 

Ayal (1) 

Ayat (2) 

Ayat (3) 

Ayal (4) 

Pasal 26 

Ayat (1) 

Ayat (2) 

Ayat (3) 

Pasal 27 

Pasal 28 

Ayat (1) 

Ayal (2) 

Pasal 29 

Pasal 30 

Pasal 31 

Pasal 32 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Yang dimaksud dengan atribut yaitu : Logo dan Papan Nama yang 

diberikan 1 kali dalam masa jabatan. 

Penctapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas 

mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan, dan kewajaran. 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 040 
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